SATU PINTU BIDANG PARIWISATA DI BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

{Peraturan Menteri Pariwisata R.| Nomor 3 Tahun 2017,
tanggal 31 Januari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa dalam melaksanakan Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah ditetapkan
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun
2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
di Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Per-
aturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2015
teritang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwi-
sata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif di Badan Koordinasi Penana-
man Modal;

bahwa dengan adanya Peraturan Presiden Nomor
19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata
maka urusan mengenai bidang ekonomi kreatif
bukan lagi merupakan kewenangan Kementerian
Pariwisata sehingga Peraturan Menteri Pariwisata
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelay-
anan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif di Badan Koordinasi Penanaman
Modal dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor

1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pariwisata Nomar 2 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan Koordi-
nasi Penanaman Modal, sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pelak-
sanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pari-
wisata di Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahur 2007 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
Undang-Undang Nomoer 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan {Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin-
tahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 ten-
tang Badan Koordinasi Penanaman Modal seb-
agaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Pe-
rubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Ta-
hun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman
Modal {Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
twun 2012 Nomor 210}; - \
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 ten-
tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu {Lembaran Negara Republik Indonesia Ta- |

hun 2014 Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20};
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen-

terian Pariwisata (Berita Negara Republik Indone- |

sia Tahun 2015 Nomaor 545);

MEMUTUSKAN:
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PENGLIMUMAN [

Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PIN-
TU BIDANG PARIWISATA DI BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL.
Pasal 1

Menteri Pariwisata mendelegasikan kewenan-
gan penerbitan izin usaha/pendaftaran usaha bidang
pariwisata yang menjadi kewenangan Pemerintah
kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Maodal
dengan hak substitusi.

Pasal 2
(1) Kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal
usaha/pendaftaran usaha bidang pariwisata yang

1 merupakan izin

di dalamnya terdapat modal asing, ruang lingk-
upnya lintas provinsi, dan/atau berdasarkan ke-
tentuan peraturan perundang-undangan menjadi
kewenangan Pemerintah.

(2) 1zin usaha/pendaftaran usaha sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
{1} Dalam hal penerbitan

usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

izin usaha/pendaftaran

(2), Menteri Pariwisata menunjuk pejabat dengan
status pejabat yang ditugaskan di Badan Koordi-
nasi Penanaman Modal, yang diberi kewenangan
untuk menerbitkan tanda daftar usaha pariwisa-
ta.

(2} Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan bentuk penugasan peja-
bat yang secara administratif, termasuk gaji dan
tunjangan jabatan, masih berada pada Kement-
erian Pariwisata yang menugaskan, sedangkan
tunjangan kinerja mengikuti ketentuan di instansi
penempatan.

Pasal 4
rangka melaksanakan kewenangan

Dalam

PERATURAN PEMERINTAH

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3,
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berpedo-
man pada:

a. daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang
usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang
penanaman modal; dan

b. peraturan dan ketentuan teknis tata cara izin |
usaha/pendaftaran usaha yang ditetapkan oleh
Menteri Pariwisata.

Pasal 5
(1) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
menerbitkan izin usaha/pendaftaran usaha seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk dan atas
nama Menteri Pariwisata.
{2) Penerbitan izin usaha/pendaftaran usaha seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan

tembusannya kepada Menteri Pariwisata.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan Kaoor-
dinasi Penanaman Modal {Berita Negara Republik In-
donesia Tahun 2014, Nomor 1925) sebagaimana di-
ubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Men-
teri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksa- -
naan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif di Badan Koordinasi Penanaman
Modal {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 108}, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap crang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2017
MENTERI PARIWISATA
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B. Penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkupnya lintas provinsi dan/atau

=ENt".-1'e.JMLJMAH { PERATURAN PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
ttd. REPUBLIK INDONESIA,
ARIEF YAHYA ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Februari 2017 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL TAHUN 2017 NOMOR 214
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

LAMPIRAN

1ZIN USAHA/PENDAFTARAN USAHA BIDANG PARIWISATA

A. Penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing:

Z
2

Je_nis Izin Usaha/Pendaftaran Usaha

Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata

Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata

Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi

Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

®|~nfo| o pfwln) -

Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konfrensi, dan Pameran

9. Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata

10. Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

11. Pendaftaran Usaha Wisata Tirta

12. | Pendaftaran Usaha Spa

perundang-undangan menjadi kewenangan pemerintah:

berdasarkan peraturan

No. | : Jenis 1zin Usaha/Pendaftaran Usahfa
1. Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata
2. Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,
tid.

ARIEF YAHYA
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